
 

 

 

 

 

 
LEMBARAN DAERAH 

NOMOR 05                                              TAHUN 2013 

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK 

NOMOR 05 TAHUN 2013 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK  

NOMOR 07 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA DEPOK, 

 

Menimbang : a. bahwa  guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan 

dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok  Nomor 07 

Tahun 2010  tentang Pajak Daerah; 

  b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi           

Nomor 52/PUU-IX/2011, menyatakan bahwa kata “golf” dalam 

Pasal 42 ayat (2) huruf g, Undang-Undang Nomor 28           

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan 

hukum mengikat sejak tanggal 18 Juli 2012;  

  c. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan 

Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia                  

Nomor    S-576/MK.7/2012 tanggal 24 September 2012 perihal  

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 yang 

ditujukan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

dan Bupati/Walikota se-Indonesia mengamanahkan agar segera 

menghentikan pemungutan Pajak Hiburan atas permainan golf 

dan menyesuaikan Peraturan Daerah Pajak Hiburan tersebut 

sesuai dengan amar Putusan  Mahkamah Konstitusi; 
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  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk 

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara                

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah                  

Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia     

Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara       

Republik Indonesia Nomor 3828); 

  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara       

Republik Indonesia Nomor 3851); 

  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   

Nomor 4355); 

  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004       

Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara             

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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  8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009  tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 

  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara     

Republik Indonesia Nomor 5049); 

  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara         

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara           

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang  

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia      

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara                 

Republik Indonesia Nomor  4737); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia    

Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara       

Republik Indonesia Nomor 4741); 
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  15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan 

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah               

Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas  Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan 

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);  

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara     

Republik Indonesia Nomor 5161); 

  17. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

  19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan 

Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok      

Tahun 2008 Nomor 07); 

  20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok 

Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19     

Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah 

Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 19); 
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  21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang                  

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah                   

Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11); 

  22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 tentang                  

Pajak  Daerah (Lembaran Daerah  Kota Depok Tahun 2010 

Nomor 07); 

  Dengan Persetujuan Bersama 

  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK  

  dan 

  WALIKOTA DEPOK 

   

  MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 07 TAHUN 2010 TENTANG  

PAJAK DAERAH. 

  Pasal I 

  Beberapa ketentuan  dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07  

Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok 

Tahun 2010 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok 

Nomor 07) diubah sebagai berikut: 

  1. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf g diubah,  sehingga Pasal 16 

berbunyi sebagai berikut: 

   Pasal 16 

   (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan 

dengan dipungut bayaran. 

   (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

   a. tontonan film; 

   b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; 

   c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; 

   d. pameran; 

   e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; 

   f. sirkus, akrobat, dan sulap; 

   g. permainan bilyar, dan boling; 

   h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan  

ketangkasan; 

   i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran   

(fitness center); dan 

   j. pertandingan olahraga. 
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   (3) Tidak termasuk objek pajak hiburan adalah: 

   a. tontonan film dalam rangka kegiatan sosial dan 

kemasyarakatan yang tidak mengandung unsur komersial 

yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah 

Daerah maupun warga masyarakat; dan 

   b. pertandingan olahraga yang diselenggarakan dalam 

rangka kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang tidak 

mengandung unsur komersial. 

   

  2. Ketentuan Pasal 19  huruf  j dihapus, sehingga Pasal 19 

berbunyi sebagai berikut: 

  Pasal 19 

  Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut : 

  a. tontonan film : 

  1. Harga Tiket Masuk (HTM) di atas Rp. 50.000.00,- sebesar                    

15% (lima belas persen); 

  2. Harga Tiket Masuk (HTM) sampai dengan  Rp. 50.000,00,- 

sebesar 10% (sepuluh persen). 

  b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana sebesar                                

10% (sepuluh persen); 

  c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar                                         

20% (dua puluh persen); 

  d. pameran sebesar 10% (sepuluh persen); 

  e. diskotik, klab malam, dan sejenisnya sebesar 75% (tujuh 

puluh lima persen); 

  f. karaoke, dan sejenisnya 35%  (tiga puluh lima persen); 

  g. sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen); 

  h. permainan bilyar dan boling sebesar 30% (tiga puluh persen); 

  i. pusat kebugaran (fitness center),  mandi uap, spa dan panti 

pijat  sebesar 20% (dua puluh persen); 

  j. dihapus; 

  k. pacuan kendaraan bermotor sebesar 35% (tiga puluh lima 

persen); 

  l. pacuan kuda dan permainan ketangkasan sebesar 15% (lima 

belas persen); 

  m. refleksi  sebesar 10% (sepuluh persen); dan 

  n. pertandingan olahraga 10% (sepuluh persen). 
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  Pasal II 

   

  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kota Depok. 

  Ditetapkan di Depok 

  pada tanggal 22 Oktober 2013 

  WALIKOTA DEPOK, 

   

  ttd. 

   

      H. NUR MAHMUDI ISMA’IL 

Diundangkan di Depok 

pada tanggal 22 Oktober 2013 

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK, 

  

ttd. 

 

 

Hj. ETY SURYAHATI 

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN  2013 NOMOR 05   


